PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE UNTUK
KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL
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ARAHAN STRATEGIS MENTERI PANRB PADA SPBE SUMMIT 2023
JAKARTA, 20 MARET 2023

Pembangunan Layanan Digital berbasis Masyarakat
(citizen centric).

Penguatan Tim Koordinasi SPBE Instansi menjadi
Digital Transformation Agent (DTA) dalam
memastikan manajemen perubahan dan
operasional layanan digital.

Moratorium Pembangunan Aplikasi dan
mengutamakan peningkatan efektivitas
pemanfaatan aplikasi yang telah beroperasi.

Konsolidasi Aplikasi menjadi Platform Digital Terpadu,
baik di inter maupun antar instansi pusat dan daerah.

Penyederhanaan proses bisnis menuju Tematik
Layanan Digital.

Interoperabilitas Data dan Aplikasi melalui
Pemanfaatan Arsitektur SPBE.




DASAR HUKUM E-GOV & SPBE

Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government
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( i Ruang Lingkup:
Perpres No. 95 Tahun 2018 i » Tata Kelola SPBE
tentang Sistem Pemerintahan i > Manajemen SPBE
Berbasis Elektronik > Audit TIK
" ditetapkan Presiden Joko Widodo i » Penyelenggara SPBE i
. pada tanggal 2 Oktober 2018 i » Percepatan SPBE i
' » Pemantauan & Evaluasi SPBE
| |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————



DEFINISI SPBE '

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
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TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL '

A

D ¢

Kementerian PPN/
Bappenas

Menteri
Kominfo

Untuk meningkatkan
keterpaduan pelaksanaan
Tata Kelola SPBE,
Manajemen SPBE, dan

Tim Koordinasi SPBE
Nasional mempunyai tugas

Audit TIK, serta Menteri s Menteri melakukan koo.r.dinasi dan
pemantauan dan evaluasi Keuangan rb Dalam pjgsrlirj:nlztialgﬂzziré::BE
SPBE nasional dibentuk Tim MENTERI Negeri P

Pemerintah Daerah.
[Pasal 59 ayat (3) Perpres
95/2018 tentang SPBE]

Koordinasi SPBE Nasional. PANRB
[Pasal 59 ayat (1) Perpres

95/2018 tentang SPBE]
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MANAJEMEN SPBE

1. MANAIJEMEN RISIKO = Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020

2. MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI = Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021
3. MANAJEMEN DATA - Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 16 Tahun 2020
4MANAJEMENASETTIK9 Peraturan Menteri Kominfo

5. MANAJEMEN SDM - Peraturan Menteri PANRB

6. MANAJEMEN PENGETAHUAN - Peraturan BRIN

7. MANAJEMEN PERUBAHAN -> Peraturan Menteri PANRB

8. MANAJEMEN LAYANAN SPBE = Peraturan Menteri Kominfo




AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan
komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

[Pasal 1 angka 25, Perpres 95/2018]

Audit TIK - Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
» Audit Infrastruktur SPBE - Peraturan BRIN

» Audit Aplikasi SPBE - Peraturan BRIN

» Audit Keamanan SPBE - Peraturan BSSN



Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022
tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui
Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE

Dimaksudkan sebagai arahan yang mendorong IPPD untuk
melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup IPPD masing-masing.
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Bertujuan untuk memastikan keterpaduan penerapan SPBE di
tingkat instansi pusat, pemerintah daerah, maupun nasional,
guna terwujudnya layanan digital nasional yang terpadu
sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah, baik
layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik.
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PERPRES 132/2022 TENTANG
ARSITEKTUR SPBE NASIONAL
TELAH DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN JOKO WIDODO PADA
20 DESEMBER 2022

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan
Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang . .
Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu AI'SI te kt ur S P B E N asiona l memu at :
menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

1. Arah kebijakan dan strategi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional;
Referensi Arsitektur SPBE Nasional;

Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.

g AN W N

Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional.




R-INPRES TENTANG PERCEPATAN PENERAPAN
ARSITEKTUR SPBE NASIONAL UNTUK MENCAPAI
KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

» Diktum Pertama: perintah umum yang ditujukan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah;

» Diktum Kedua: perintah untuk melaksanakan tahapan waktu penerapan;

> Diktum Ketiga: perintah khusus kepada masing-masing instansi (kemenko, kementerian, LPNK, dan LNS);
> Diktum Keempat: perintah terkait pendanaan dalam pelaksanan Inpres ini;

» Diktum Kelima: perintah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta pelaporan; dan

> Diktum Keenam: perintah untuk melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA Q,Lmrji,“m“k(]“"{”“3'{“‘6‘1//?%



3. tidak melakukan pembangunan aplikasi dan

mengutamakan integrasi aplikasi yang telah beroperasi

R-lNPRES TENTANG saat ini, serta diselaraskan dengan Arsitektur Sistem
PERCEPATAN PENERAPAN Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional agar

ARSITEKTUR SPBE NASIONAL menjadi platform digital yang terintegrasi;
UNTUK MENCAPAI KETERPADUAN i 4. menyusun dan menyampaikan Arsitektur Sistem
|_ AYAN AN D|G |TA|_ N ASION AL Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Tim Koordinasi

DIKTUM PERTAMA Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
(INSTRUKSI KEPADA | ~ umuk disclaraskan - dengan Arsickeur - Sistem
SELURUH PIMPINAN : emerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

INSTANSI PUSAT DAN
KEPALA DAERAH) ->

5. mengimplementasikan Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang telah diselaraskan dengan
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nasional;

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA Q,m?m«mkC'Z‘anfw;-i@'{ﬂ//rz}‘w



ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE

Visi dan Misi SPBE
Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi

P e o proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE,

Arsitektur SPBE aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk

Domain Layanan SPBE

Domain Proses
Bisnis
Domain

menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Domain Data dan JANGKA WAKTU

Informasi

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun
Infrastruktur SPBE

Domain Keamanan SPBE TERDIRI DARI
* Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022)

Tata Kelola SPBE  Arsitektur SPBE Instansi Pusat

W sz( OM{“' y L& M@M » Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Aplikasi
SPBE

Manajemen SPBE




KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

Referensi Arsitektur
Proses Bisnis

Proses Bisnis

l
l
Referensi Arsitektur [
Layanan l
1 l
l
Domain Arsitektur l '
Layanan | |

Referensi Arsitektur
Aplikasi

}

Domain Arsitektur
Aplikasi

Dukungan TIK Terintegrasi

l
l
l
l
l
l
l Domain Arsitektur
l
l
l
l
l
l
l
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Referensi Arsitektur
Data dan Informasi

Domain Arsitektur
Data dan Informasi

Domain Arsitektur
Infrastruktur

Domain Arsitektur
\CEINMENED

Referensi Arsitektur
Infrastruktur

Referensi Arsitektur
Keamanan




INSTANSI PENGAMPU MASING-MASING
DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

“Emg;‘;f,gggf"”’ i ! KEMKOMINFO

DOMAIN DOMAIN DATA DOMAIN DOMAIN
PROSES BISNIS & INFORMAS| B APLIKASISPBE [EEEEEN  KEAMANAN
: o SPBE
: DOMAIN : DOMAIN P
B (AYANAN sPRE [E 5 SR |NFRASTRUKTUR
SPBE
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ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Enterprise Architecture Framework merupakan perancangan keselarasan antara bisnis dan teknologi,
sehingga tercipta layanan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan di setiap organisasi dan perusahaan.

Enterprise Architectun

The Zachman Framework for Enterprlse Architecture’

b The Enterprise Ontology
: 4 m EEAEEETa -
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Application
Architecture Atch tedu Ar hnect

TOGAF ( sumber : opengroup.org)

ZACHMAN v.3 (sumber :www.zifa.com)

FEAF ( sumber : ClO, 2012)



ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Pada umumnya setiap negara menyusun Government Enterprise Architecture (GEA) sesuai dengan
karakteristik atau kebutuhan secara spesifik.
GEA suatu negara tidak dapat langsung diimplementasi oleh negara lain.

EA
Jirection

System Abu Dhabi IT A&S Framework, Sumber :

Management .
Architecture Abu Dhabi SIC, 2013

Domain

GEAF (Korea) Sumber : song, hee joon, 2006 Security

Canada, Sumber : Weisman, 2004



BAGAIMANA ARSITEKTUR SPBE AKAN MENGINTEGRASIKAN
PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (ILUSTRASI)

MASYARAKAT ASN MELAYANI TANPA

TERBATAS PADA SEKAT

MEMANDANG PEMERINTAH

SEBAGAI SATU KESATUAN KETERHUBUNGAN ANTAR-INSTANSI STRUKTUR INSTANSI




PERSONAL/INDIVIDUAL
ARCHITECTURE (ANALOGI)

VISI/CITA-CITA:
KESEHATAN, PENDIDIKAN,

l FINANSIAL

olahraga,
menjaga mandiri &
pola makan, mengikuti
& pola tidur pelatihan

menghemat
& bekerja
dengan giat

t

CONTOH DUKUNGAN TIK:

belajar

gadget (handphone, tablet,
smartwatch, laptop), aplikasi,
dan lain-lain.




APA YANG HARUS DISUSUN OLEH
INSTANSI PUSAT & PEMERINTAH DAERAH

DOKUMEN
ARSITEKTUR SPBE
(AS-IS)

DOKUMEN
ARSITEKTUR SPBE
(TO-BE)

Arsitektur SPBE Arsitektur SPBE

DOKUMEN
PETA RENCANA SPBE
Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Layanan SPBE
Infrastruktur SPBE
Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE
Audit TIK

—————————————————
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TANPA ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)

DUPLICATION

NON-
STANDARD




DENGAN ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)




MAKSUD DAN TUJUAN

DISUSUNNYA ARSITEKTUR SPBE

 Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan
operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional.

* Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE,

infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah

Cinergi widc (odncyio (/g

yang terintegrasi.



3 KOMPONEN PENYUSUN

ARSITEKTUR SPBE v
Referensi Arsitektur

Suatu model yang menggambarkan
komponen dasar dari arsitektur standar
yang digunakan sebagai acuan penyusunan
setiap domain arsitektur.

A\

Untuk mengidentifikasi layanan yang

redundan dan serupa, dukung layanan
bersama dan interoperabilitas antar sistem
dan berikan panduan untuk memfasilitasi

aplikasinya

Metadata Arsitektur

Ref i Arsitektur Bisnis, Data d = g
Infor?me::\r:i?i;ye:?ai, :prlilgzil,slnffagtrjl?tur, D O m a I n A rS Ite kt U r

dan Keamanan

Informasi terstruktur yang
mendeskripsikan dan menjelaskan
mengenai domain arsitekturnya

Komponen arsitektur yang
menjelaskan substansi arsitektur

Mengidentifikasi target pengembangan
dan target interoperabilitas berdasarkan
pada masing-masing area

Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep,
relasi, batasan) yang mampu menggambarkan
hubungan antara ketiganya.

Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi,
Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan
Keamanan

Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata



SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR (SIA) SPBE

Selamat Datang di Arsitektur SPBE

Username
(-7 Catalogues
* (required) % Matrices
24 Diagrams Dornein Aplikasi SPEE
Password = Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

* (required)

Koordinator SPBE Nasional

O MR AESR AN 2 K

Explorer - EA SPBE.abacus
"* Show » | 3 =
(#- %& Enterprise Architecture Mahkamah Konstitusi ~
+- % Enterprise Architecture Markas Besar Kepolisian Republik In
- % Enterprise Architecture Permprov &ceh (old)
+1- % Enterprise Architecture Pernprov Aceh 2.0
- % Enterprise Architecture Perpustakaan Nasional RI
+ 4, Enterprise Architecture Pusat Pelaporan dan Analisis Transa
- % Enterprise Architecture SPBE MNasional
ih % Enterprise Architecture Kernenterian Pettahanan
= % Enterprise Architecture K pan 2.0
| @ 2® Components

@3 Connections

—a Kerangka Kerja Arsitektur SPBE
Domain Arsitektur Prases Bisnis
Domain Arsitektur Data dan Informasi
Domain Arsitektur &plikasi SPBE
Domain Arsitektur Kearnanan SPBE
Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
Darmain Arsitektur Layanan

i 11 Charts

5 Enterprise Architecture Kementerian Pertanian

d BT Lo

SRl O Kerangka Kerja Arsit..re Kemenpan 2.0 = X

X E e q

Visi dan Misi SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Tata Kelola SPBE

Arsitektur SPBE
Domain Layanan SPBE ‘

Domain Proses
Bisnis

Domain Infrastruktur
SPBE

Domain Keamanan SPBE

| aeg ” nas H LI ” [ “

e e )

m

z
H
£
:

Pé Bk NG SFEE KeblEan PemaANTNa B Euaar| ReACaIaE@ AIQREN

COD Y
< >
‘ oY o
Kerangka Kerja Arsitektur SPBE: 0 Diagram Components, 0 Diagram Co ¢
) Validation (0)(1172)
Enterprise Architecture Kemenpan 2.0 | Diagrams | Kerangka Kerja Arsitektur SPBE | Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Permodelan Kerangka Kerja Arsitektur SPBE
pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE

Cissgic wilok (hdonyin (/ojo



PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE
PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE

(D¢ el e

Explorer - EA SPBE.abacus

|(B|R|a|s w80

= X v

Domain Arsitektur Pr...sian Arsitektur

: Show - |3 - Proses Bisnis '%:, | OF-K- |9 *0 0 EE D]]HE}' 1-4 of 4
= & Enterprise Architecture SPBE Nasional - Ag
N ‘ alb)
E-e® Compon Nama Bisnis/Urusan Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi Sasaran Strategis  Indikator Kinerja Nilai IKU Target Nilai IKU — Unit |
Eﬂ----'\\\. Connecti (Daftarkan semua proses dari urusan pemerintahan yang (Isikan sasaran Utama (IKU) — (Nilai IKU yang Terealisasi (Nilai
3 7 bisnis/urusan pemerintahan  diselenggarakan) strategis eselon 1 (Tuliskan indikator  ditaegetkan) realisasi IKU yang
- CatalogulibIelitElly Arsitektur yang diselenggarakan I yang terkait yang menjadi dicapai) )
H-[%] Matrices hingga proses bisnis level-n) dengan proses ukuran
. bisnis dimaksud)  keberhasilan dari
2 | Diagrams sasaran strategis
....... &% 3D Views yang bersesuaian)
7] Charts (A (A (All) (Al (Al (All) (All) (Al
£+ B Contoh Pengisian Arsitektur DAB.09.06.07.03. Persiapan Pemantauan dan = Proses bisnis ini terkait dengan persiapan S$51. IKU 2. Indeks IKU2=26,IKU IKU2=224 IKU Asisien
- eg 01 Evaluasi SPBE Nasionall pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE  Terwujudnya Sistem 3=450 3=300 Kebijak
-4 *® Components : : : - . _
di seluruh instansi pusat dan pemerintah kelembagaan Pemerintahan Penera
EEI----'\\\. Connections daerah yang sederhana, Berbasis
[_]m Catal responsif, adaplif Elekironik
] Latalogues dankolaboratif  Nasional, IKU 3.
Domain Arsitektur Proses Bisnis serta SPBEyang JumlahK/L/D
Referensi Arsitektur Bisnis SR )F(’?ggi::;nscggg
Domain Arsitektur Proses Bisnis Metadata “Baik”
ain Arsitektur Data dan Inform DAB.09.06.07.03. Pemantauan Penerapan Proses bisnis ini terkait defgar perareatiad . IKU 2. Indeks IKU2=26,IKU IKU2=224IKU Asisien
g . . 02 SPBE Nasional pemantauan SPBE di seluruh instansi pusat Terwujudnya Sistem 3=450 3=300 Kebijak
Refe rensi ain Arsitektur Layanan dan pemerintah daerah untuk mendapatkan kelembagaan Pemerintahan Penera
ain Arsitektur Aplikasi indeks SPBE nasional yang sederhana, Berbasis
. . responsif, adaplif Elekironik
Domain Arsitektur Infrastuktur dan kolaboratif Nasional, IKU 3.
Domain Arsitektur Keamanan serta SPBEyang Jumlah K/L/D
N terint i M i
Actor/Organization Catalog enniegrasi )Fr,a:ggik;nscgggl
------- [%] Matrices “Baik”
EEI----n Diagrams DAB.09.06.07.03. Pelaporan Pemantauan dan = Proses bisnis ini terkait dengan pelaksanaan SS51. IKU 2_ Indeks IKU2=26,IKU IKU2=224 IKU Asisten
i . 04 Evaluasi SPBE Nasional pelaporan pemantauan SPBE di seluruh Terwujudnya Sistem 3=450 3=300 Kebijak
....... &7 3D Views k | . -
v instansi pusat dan pemerintah daerah kelembagaan Pemerintahan Penera
I yang sederhana, Berbasis
responsif, adapli.. Elekironik Nasio..




PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE
PADA TEMPLATE EXCEL

Domain Arsitektur Proses Bisnis_R1 - Excel (Product Activation Failed) A aimarrizkiy@gmail.com . Eal

Insert  Page Layout Formulas Data Review \View Help Foxit PDF Q Tell me what you want to do

14—
[3:;’ it Microsoft Sans Ser ~ (|85 ~| A A |f| == ¥- EI 2. AutoSum IZ'\Y p
=2 Co © Fill ~
E. P ) B I U - 8L A E = = Insert Delete Format Sort & Find &
¥ Format Painter - — ~ ~ - Clear ~ Filter ~ Select ~
Clipboard v} Font v} Alignment ] Cells Editing o
HS- - : \
H14 - I v
B | C D 1l G H | J | K | L | -l
= o T o © -
g S < 22 22 22 22 28 5 2
g ., o = m = m = m = m = =l = =
o € ET L =2 =2 =2 =2 52 5.8 5
2 o3 -|52 -|58 -]18 -11d -11d |18 118 -52 -l
Aceh-01 Perlindungan dan Pelayanan | Tugas umum pemerintahan di bidang RAB.04.01.01 Perlindungan dan - Dinas Kesehatan
Kesehatan pengendalian penyakit dan penyehatan Pelayanan Kesehatan
lingkungan, pembinaan pelayanan kesehatan,
pengembangan sumber daya kesehatan dan
kefarmasian sesuai dengan peraturan
3 perundang-undangan.
|Aceh-01.01 Kesehatan Masyarakat — RAB.04.01.01.01 Kesehatan -
4 | Masyarakat
Aceh-01.01.01 Kesehatan Keluarga dan Gizi RAB.04.01.01.01.01 Kesehatan -
5 | Keluarga dan Gizi
Aceh-01.01.02 Promosi dan Pemberdayaan . . RAB.04.01.01.01.02 Promosidan - N
6 | Masyarakat Doma N ArS|te ktu r Pemberdayaan Masyarakat
Aceh-01.01.03 Kesehatan Lingkungan, RAB.04.01.01.01.03 Kesehatan -
Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
7 Olahraga Olahraga
Aceh-01.02 Pencegahan dan RAB.04.01.01.02 Pencegahan dan -
8 Pengendalian Penyakit Pengendalian Penyakit
Aceh-01.02.01 Surveilans dan Imunisasi RAB.04.01.01.02.01 Surveilans dan -
9 | Imunisasi
Aceh-01.02.02 Pencegahan dan RAB.04.01.01.02.02 Pencegahan -
Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Penyakit
10 | Menular Menular
Aceh-01.02.03 Pencegahan dan RAB.04.01.01.02.03 Pencegahan -
Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Penyakit Tidak
Tidak Menular dan Menular dan Kesehatan Jiwa
11 Kesehatan Jiwa
|Aceh-01.03 Pembinaan Pelayanan RAB.04.01.01.03 Pembinaan -
12 | Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Aceh-01.03.01 Pelayanan Kesehatan Primer RAB.04.01.01.03.01 Pelayanan -
dan Kesehatan Tradisional Kesehatan Primer dan Kesehatan
13 Tradisional
Aceh-01.03.02 Pelayanan Kesehatan | |RAB.04.0101.03.02 Pelayanan =1




REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

RAB.01.01 - Pertahanan
RAB.01.02 - Urusan luar negeri

RAB.O1 - Pertahanan dan Luar Negeri

RAB.02.01 - Industri
RAB.02.02 - Perdagangan
RAB.02.03 - Pertanian

Referensi Arsitektur Proses Bisnis RAB.02.04 - Perkebunan
RAB.02.05 - Peternakan
RAB.02 - Ekonomi dan Industri |1—> RAB.02.06 - Perikanan
. . SPBE Nasional Eﬁ:.g;.g;lenaias:aiéaha milik negara
‘ Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan) Nopspoahit

RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah

RAB.02.11 - Pariwisata

‘ Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) RAB.03.01 - Pekerjaan umum

RAB.03.02 - Transmigrasi

RAB.03.03 - Transportasi

RAB.03.04 - Perumahan

RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau

‘ Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan RAB.O&OG_;i:;;an::]::inggal

RAB.03.07 - Kependudukan

SPBE Pemerintah Daerah RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RAB.05.01 - Hukum
RAB.05.02 - Keamanan
RAB.05.03 - Hak asasi manusia

SPBE InStanSi Pusat ‘ Tingkat 4 (Sub Fu ngSi Pemeri ntahan) | RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan IQ—V Eﬁg:gi:giigsﬂatan

| RAB.O5 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAB.06.01 - Pendidikan
RAB.06.02 - Ketenagakerjaan
RAB.06.03 - lImu pengetahuan
RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja RAB.06.04 - Teknologi
RAB.06.05 - Pemuda
RAB.06.06 - Olahraga

RAB.07.01 - Pertambangan

STRUKTUR REFERENSI RAB.07 - Lngkungan dan Sumber Daya Alam RAB.07.05  Kenutanan

RAB.07.04 - Kelautan
RAB.07.05 - Lingkungan hidup

RAB.08.01 - Agama
RAB.08 - Budaya dan Agama RAB.08.02 - Kebudayaan

TAKSONOMI REFERENSI "AB 09 01 balam neger

RAB.09.02 - Keuangan

RAB.09.03 - Informasi
RAB.09 - Pemerintahan Umum RAB.09.04 - Komunikasi

RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional
RAB.09.06 - Aparatur negara
RAB.09.07 - Kesekretariatan negara




REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Tingkat 1[Sektor Pemerintahan] Tingkat 2 [Urusan Pemerintahan]

[RAL.01Lavanan Publik | 4mmmp [FAL.01.01Pertahanan
RAL.01.02 Urusan Luar Neqgeri
RAL.01.03 Keneqaraan
RAL.01.04 Ekenami
RAL.01.05 Industri

. . RAL.01.06 Perdagangan
Referensi Arsitektur Layanan RAL [1.07 Pertarisn
RAL.01.05 Perkebunan
RAL.01.03 Peternakan

i RAL.01.10 Perik
‘ Tingkat 1 (Domain Layanan) SPBE Nasional RAL D1 T1Badsn Usaha Mik Neaars

RAL.01.12 Inwestasi
RAL.01.13 Koperasi
. RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah
Tingkat 2 (Area Layanan) RAL. 0115 Parivisata
RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi
RAL.01.17 Pekeriaan Umum
RAL.01.15 Transmigrasi
. . RAL.01.13 Transpartasi
Tingkat 3 (Kategori Layanan) RAL.01.20 Perumahan
RAL.01.21Pembangunan K.aw asan atau Daerah Tertinggal
RAL.01.22 Pertanahan
i . . RAL.01. 23 Kependudukan
SPBE Instansi Pusat ‘Tlngkat 4 (Sub Kategori Layanan) RAL 0124 Pemeineahan dasrsh
SPBE Pemerintah Daerah RAL.01.25 Kesehatan
RAL.01.26 Sosial
RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan
RaL. 0128 Hukum
RAL.01.29 Keamanan
RAL.01.30 Hak Asasi Manusia
RAL.01.31Pendidikan
RAL.01.32 Ketenagakeriaan
RAL.01.533 limu Pengetahuan dan Teknologi
RAL.01.34 Pemuda
RAL.01.35 Olahraga
RAL.01.36 Pertambangan
RAL.01.37 Enerai
STRU KTUR REFERENSI RAL.01.35 Kehutanan
RAL.01.33 Kelautan
RAL.01.40 Lingkunagan Hidup
RAL.01.41Agama
RAL.01.42 Kebudayaan
RAL.01.43 Infarmasi

BAL. 01 44 Komunikasi
TA KSO N O M I R E F E R E N S I [BAL.DZ Layanan Administrasi Pemerintabimep |[PAL 0Z.010alam Neaer
RAL.0Z2.02 Keuangan
RAL.0Z.03 Perencanaan Pembangunan Masional
RAL.0Z.04 Aparatur Meqara
RAL.0Z.05 Kesekretariatan Megara
RAL.0Z.06 Dukungan Operasional Organisasi
RAL.0Z.07 Akuntabilitas Kineria
RAL.0Z.08 Orqanizasi dan TatakKelola
BAL.0Z.03 Data dan Informasi Pemerintahan




REFERENSI ARSITEKTUR DATA & INFORMASI J panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Referensi Arsitektur Data dan Informasi

‘ Tingkat 1 (Data Pokok)

‘ Tingkat 2 (Data Tematik)

SPBE Nasional

‘ Tingkat 3 (Data Topik)

SPBE Instansi Pusat ‘ Tingkat 4 (Data Sub Topik)
SPBE Pemerintah Daerah

STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI

Sektor Pemerintahan

Urusan Pemerintahan

| RAD.O1 - Informasi Pertahanan dan Luar Negeri

RAD.01.01 - Data Pertahanan
RAB.01.02 - Data Urusan luar negeri

| RAD.02 - Informasi Ekonomi dan Industri

T

RAD.02.01 - Data Industri

RAD.02.02 - Data Perdagangan

RAD.02.03 - Data Pertanian

RAD.02.04 - Data Perkebunan

RAD.02.05 - Data Peternakan

RAD.02.06 - Data Perikanan

RAD.02.07 - Data Badan usaha milik negara
RAD.02.08 - Data Investasi

RAD.02.09 - Data Koperasi

RAD.02.10 - Data Usaha kecil dan menengah
RAD.02.11 - Data Pariwisata

RAD.03 - Informasi Pembangunan Kewilayahan

RAD.03.01 - Data Pekerjaan umum

RAD.03.02 - Data Transmigrasi

RAD.03.03 - Data Transportasi

RAD.03.04 - Data Perumahan

RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau
daerah tertinggal

RAD.03.06 - Data Pertanahan

RAD.03.07 - Data Kependudukan

RAD.04 - Informasi Perlindungan Sosial
dan Kesehatan

RAD.04.01 - Data Kesehatan
RAD.04.02 - Data Sosial
RAD.04.03 - Data Pemberdayaan perempuan

RAD.05 - Informasi Ketertiban Umum
dan Keselamatan

RAD.05.01 - Data Hukum
RAD.05.02 - Data Keamanan
RAD.05.03 - Data Hak asasi manusia

RAD.06 - Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAD.06.01 - Data Pendidikan
RAD.06.02 - Data Ketenagakerjaan
RAD.06.03 - Data Iimu pengetahuan
RAD.06.04 - Data Teknologi
RAD.06.05 - Data Pemuda
RAD.06.06 - Data Olahraga

RAD.07 - Informasi Lingkungan dan
Sumber Daya Alam

RAD.07.01 - Data Pertambangan
RAD.07.02 - Data Energi

RAD.07.03 - Data Kehutanan
RAD.07.04 - Data Kelautan
RAD.07.05 - Data Lingkungan hidup

RAD.08 - Informasi Budaya dan Agama

RAD.08.01 - Data Agama
RAD.08.02 - Data Kebudayaan

RAD.09 - Informasi Pemerintahan Umum

RAD.09.01 - Data Dalam negeri

RAD.09.02 - Data Keuangan

RAD.09.03 - Data Informasi

RAD.09.04 - Data Komunikasi

RAD.09.05 - Data Perencanaan
pembangunan nasional

RAD.09.06 - Data Aparatur negara

RAD.09.07 - Data Kesekretariatan negara

| RAD.10 - Data Pendukung Umum

+ 1+ ¢t t 1§ 1

RAD.10.01 - Data Kebijakan Pemerintah
RAD.10.02 - Data Manajemen Kegiatan
RAD.10.03 - Data Kewilayahan
RAD.10.04 - Data Dukung Lainnya




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Struktur Referensi Taksonomi Referensi

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
{Tingkat 1 (Domain Infrastruktur) SPBE Nasional Platform
‘ Tingkat 2 (Area Infrastruktur) Komputasi Awan
{Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur) d Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
‘ Tingkat 4 (Sub Kategori Infrastruktur) J

Sistem Integrasi

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

Visi dan Misi SPBE SPL Instansi Pusat SPL Pemerintah Daerah

Tujuan dan Sasaran SPBE

Arsitektur SPBE 4 Jaringan Intra Pemerintah

e . . Jaringan Intra Pemerintah
Jaringan Intra Instansi Pusat

B Daerah
Bisnis

Domain Domain Data g

Aplikasi
Fasilitas Komputasi
Infrastruktur SPBE

SPBE
Pusat Data Nasional Pusat Komputasi Pusat Kendali

Domain Keamanan SPBE

Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE



REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

Struktur Referensi

Referensi Arsitektur Aplikasi

Taksonomi Referensi

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

‘ Tingkat 1 (Domain Aplikasi)

‘ Tingkat 2 (Area Aplikasi)

SPBE Nasional

‘ Tingkat 3 (Kategori Aplikasi)

SPBE Instansi Pusat ‘ Tingkat 4 (Sub Kategori Aplikasi)
SPBE Pemerintah Daerah

Visi dan Misi SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Arsitektur SPBE

Domain’ . oE

Domain Proses
Bisnis
Domain Domain Data dan

Aplikasi Informasi
SPBE

Domain
Infrastruktur SPBE

Domain Keamanan SPBE

Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE

Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Aplikasi Umum

Aplikasi Umum Layanan Publik

Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus Aplikasi Khusus
Misi Tertentu Fungsi Tertentu




REFERENSI ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Struktur Referensi

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Taksonomi Referensi
ional
‘ Tingkat 1 (Domain Keamanan) w SPBE Nasiona

Domain Arsitektur Keamanan SPBE

‘ Tingkat 2 (Area Keamanan)

Standar Keamanan

Visi dan Misi SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Arsitektur SPBE
Penerapan Keamanan

Domain
Aplikasi
SPBE

Domain
Infrastruktur SPBE

Domain Keamanan SPBE Ke I a | ka N Kea m a N a n

Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE




01 - Metadata Pengguna Layanan
Proses Bisnis (G2C, G2B, G2G, G2E)

/\

02 - Metadata 03 - Metad 1
Data dan Informasi - WEEEEE e CU iy

15 - Metadata

04 - Metadata Aplikasi

Keamanan
Sistem Integrasi
12 - Metadata Sistem
Penghubung Layanan
RELASI METADATA
13 - Metadata Jaringan
ARSITEKTUR SPBE
Platform W 14 - Metadata Fasilitas (Alql:vt( MOW
Komputasi
05 - Metadata
i Komputasi Awan
s |
s
4
06 - Metadata P kat
10 - Metadata Perangkat /: ______ i
£ Lunak Platform
Keras Keamanan RN
\‘\ ..‘."‘"-. \
l > 5 = T 08 - Metadata Perangkat
09 - Metadata Perangkat ~ 1~ .
. - Keras Media
Keras Jaringan . .
N Penyimpanan
W ——: Koneksilangsung
11 - Metadata Perangkat 07 - Metadata Perangkat )
Keras Periferal Keras Server | | e=m———— : Fungsi




PERMODELAN SEDERHANA (GAMBARAN)

KERANGKA INTEGRASI DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

(Layanan Penyediaan Data) (Layanan Pertukaran Data) @yanan Informasi Elcs‘l:ern;
/M N /|

Y
Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Tl )_\

Kemenkum %

SPDF, SPL, HAM

Pidsus-13,
P-16, Litmas,

P-17, P-18,

BPT1, 5P3,
P-21, P-21A, |

BPTZ2
SPHMP, 5L,

o = Intra =
Pusat Pertukaran Pusat Data Government
Data BSSN Secured Network
I S e S
™ ] ]
Standar Keamanan Penerapan Keamanan Kelaikan Keamanan

Kepalisian ;% Kejaksaan ;% MA f%

e-Manajemen &
Penyidikan

Case Management
System

PMHP, PPPP, PHSP, P-42,
PETIKAN, SALPUT, AMB,
ACB, AMK, ACK

P-16A, P-26, P-29,
P-30, P-31, P-32

Sistem Informasi
Perkara

Sistern Database
Permasyarakatan

- )

LAYANAN PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERPADU BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (SPPT-TI)

PENGAYOMAN



PERMODELAN SEDERHANA (GAMBARAN)

KERANGKA INTEGRASI DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

Layanan SPBE

Penyederhanaan (Sernflkat Standa|> (Fasmtas Berusaha>
Persyaratan Berusaha

< Layanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik J/

INSTANSI PUSAT

)/
KEMENTERIAN INVESTASI] —
P (g

|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
1 BADAN POM
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|

Aplikasi SPBE

[

Online Single
Submission
(OSS)

\ PEMERINTAH DAERAH E
P i DINAS PENANAMAN MODAL DAN |

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Standar Keamanan > IT Security Audit Keamanan
Perban BSSN 4/2021 Assesement



KETERPADUANVLAYANANDIGITAL NASIONAL

MELALUI PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE




PEMPROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA

Indeks Indeks Indikator 11

No. Nama Instansi (Evaluasi (Pemantauan | (Arsitektur

SPBE 2021) SPBE 2022) | SPBE - 2022)
1. Pemprov Jawa Tengah 2,74 3,34 3
2. | pemkab Semarang 2,36 2,13 2
3. | Pemkab Kendal 3,27 2,93 2
4. | pemkab Demak 3,19 - -
5. | pemkab Grobogan 2,51 3,37 1
6. | Pemkab Pekalongan 2,63 2,62 2
/. | Pemkab Batang 3,24 2,85 1
8. | Pemkab Tegal 2,55 3,07 3
9. | Pemkab Brebes 2,34 2,40 1
10. | pemkab Pati 2,75 - -
11. | pemkab Kudus 2,53 3,38 3
12. | pemkab Pemalang 2,49 2,23 3




PEMPROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA

Indeks Indeks Indikator 11

No. Nama Instansi (Evaluasi (Pemantauan | (Arsitektur

SPBE 2021) | SPBE 2022) | SPBE - 2022)
13. | Pemkab Jepara 3,04 3,14 2
14. | Pemkab Rembang 2,76 3,19 3
15. | Pemkab Blora 2,80 2,36 1
16. | Pemkab Banyumas 2,73 2,60 1
17. | Pemkab Cilacap 2,81 2,87 2
18. | Pemkab Purbalingga 2,23 3,20 2
19. | Pemkab Banjarnegara 2,42 2,86 2
20. | Pemkab Magelang 2,67 3,13 1
21. | Pemkab Temanggung 2,78 - -
22. | Pemkab Wonosobo 2,32 2,30 2
23. | Pemkab Purworejo 2,34 2,80 1
24. | Pemkab Kebumen 3,05 3,44 3




PEMPROV JAWA TENGAH & PEMKAB/PEMKOT-NYA

Indeks Indeks Indikator 11

No. Nama Instansi (Evaluasi | (Pemantauan| (Arsitektur

SPBE 2021) | SPBE 2022) | SPBE - 2022)
25. | Pemkab Klaten 2,74 - -
26. | Pemkab Boyolali 2,82 - -
27. | Pemkab Sragen 3,03 3,10 1
28. | Pemkab Sukoharjo 2,93 3,42 1
29. | Pemkab Karanganyar 2,40 3,32 2
30. | Pemkab Wonogiri 2,80 3,34 3
31. | Pemkot Semarang 2,98 3,38 2
32. | Pemkot Salatiga 2,34 2,84 3
33. | Pemkot Pekalongan 2,82 - -
34. | Pemkot Tegal 2,39 3,05 1
35. [ Pemkot Magelang 2,71 2,67 2
36. | Pemkot Surakarta 2,75 3,73 3




FORM BINWAS PEMPROV JATENG

tinyurl.com/ArsPemdaSPBE

Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022: pemerintah daerah provinsi
mendorong dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan

pengelolaan Arsitektur SPBE pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

[Isi Edaran, poin d]
Perpres No. 132 Tahun 2022: kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE

Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023.
[Pasal 3 ayat (5)]



“Sinergi dan kolaborasi dari
seluruh stakeholder terkait

sangat menentukan

keberhasilan penerapan SPBE.”
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BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
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